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Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya
berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen
keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda
dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme,
kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Salah satu lembaga keuangan
syariah adalah Pegadaian Syariah. pegadaian syariah adalah adalah lembaga
keuangan non bank yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai
berdasarkan prinsip syariah. salah satu prodak yang ada di Pegadaian Syariah
adalah prodak gadai emas untuk pembiayaan haji (Arrum Haji). Arrum haji adalah
gadai emas untuk pembiayaan haji, dengan menggadaikan emas 3.5 gram nasabah
bisa mendapat pembiayaan sebesar Rp.25.000.000,-, prodak Arrum haji ini
berpayung hukum pada fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang
Pembiayaan disertai Rahn. Dalam Arrum haji ini jika dilihat dari akumulasi
jumlah angsuran melebihi jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pegadaian
Syariah, oleh karena itu pokok permasalahan yang diambil dari penelitin ini ialah
bagaimana tunjauan Hukum Islam terhadap gadai emas untuk pembiayaan haji.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yakni
penelitian yang mengambil data dari lapangan dengan mewawancarai narasumber
secara langsung. Objek dari penelitian ini ialah gadai emas untuk pembiayaan
haji, kemudian yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Pimpinan Cabang,
bagian penjualan Pegadaian Syariah, asabah dan Kantor Kementrian Agama
Kabupaten Banyumas. Adapun pengumpulan data melalui observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif
kualitatif dengan pendekatan normatife sosiologis.
Setelah penelitian ini dilakukan, peneliti mendapati bahwasannya jumlah
angsuran yang melebihi  dari jumlah pembiayaan haji yang dikeluarkan oleh
Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto merupakan biaya pemeliharaan barang
yang harus dikeluarkan oleh Ra>hin (nasabah) setiap bulannya, hal ini sudah sesuai
dengan salah satu ketentuan fatwa DSN MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014, yang
mana lembaga keuangan boleh mengambil keuantungan dari biaya pemeliharaan
Marhu>n.
Kata Kunci: Marhu>n, Ra>hin, Hukum islam,
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1. Konsonan Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث s\a s\ es (dengan titik di atas)
ج jim j je
ح h}a h{ ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ z\al z\ zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zak z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص s}ad s{ es (dengan titik di bawah)
ض d{ad d{ de (dengan titik di bawah)
ط t}a t{ te (dengan titik di bawah)
ظ z{a z{ zet (dengan titik di bawah)
ع ain …. ʻ …. koma terbalik ke atas
xii
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q ki
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wawu w we
ه ha h ha
ء hamzah ‘ apostrof
ي ya y ye
2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap
ّتبّر ditulis Tabarruʻ
مكّل ف ditulis Mukallaf
3. TaʻMarbu>t {ah diakhir kata bila dimatikan ditulis h
معامله ditulis Muʻa>malah
رهينة ditulis Rahi>nah
مقبوضة ditulis Maqbu >d}ah
(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, hadis, dan sebagainya, kcuali
bila dikehendaki lafal aslinya).
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a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan h
ة كصدقتها مّر ditulis kas{adaqatiha> marrah
b. Bila taʻ marbu>tah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau
dammah ditulis dengan t






1. fath}ah+ alif Ditulis a >
كاتبا Ditulis Ka>tiba>
2. fath}ah+ya’mati Ditulis a >
على Ditulis ‘ala>
3. kasrah{ +ya’mati Ditulis i >
اّلذي Ditulis Allażi>







1. fath}ah+ya’mati ditulis Ai
عليه ditulis ’alaihi
2. fath}ah+wawu mati ditulis Au
وم ي وبال ditulis wabil yaumi





8. Kata sandang alif+lam
a. Bila diikuti oleh huruf qamariyyah
مر هون ال dibaca al- marhu>n
b. Bila diikuti oleh huruf syamsyiyyah, ditulis dengan menggunkan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya,serta menghilangkan huruf l ( el) nya.
الّرهن dibaca al-rahn
xv
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
الثبو ت والد وام Ditulis s\ubu>t wa al-dawa>m
فرهان مقبوضة Ditulis Fariha>nun maqbu>d}ah
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya 
berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen 
keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda 
dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, 
kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam 
lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. 




Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga 
keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank di antaranya asuransi syariah, 
pasar modal syariah, koperasi syariah, dan pegadaian syariah. Pegadaian 
merupakan lembaga pengkreditan dengan sitem gadai, Pegadaian diatur dalam 
Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1990 dengan status perusahaan umum 
(Perum) dan sekarang Pegadaian diatur dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 
103 Tahun 2000. Perkembangan lembaga-lembaga ekonomi islam semakin 
marak pada akhir dasawarsa 20 ini, dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 dan 
penyempurnaanya menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok 
Perbankan yang di dalammnya mengatur tentang perbankan syariah memberi 
peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi 
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 Luluk Wahyu Roficoh, Mohammad Ghozali “Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah”, 
Jurnal Masharif al-Syariah, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 27. 
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hasil. Berkembangnya Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah merupakan 
peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem 
konvensional, akhinya pada tanggal 1 Jauari 2003 di Jakarta resmi mendirikan 
gadai Syariah atau unit layanan gadai syariah atau biasa disebut Pegadaian  
Syariah.
2
 Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non bank yang 
menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah. 
Perkembangan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia dapat dikategorikan 
cepat dan yang menjadi salah satu faktornya adalah adanya keyakinan pada 
masyarakat muslim bahwa Perbankan konvensional itu mengandung unsur riba 
yang dilarang oleh agama Islam. Riba merupakan suatu tambahan lebih dari 
modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutang-
piutang di mana kreditor meminta tambahan dari modal asal kepada debitor.
3
 
Gadai (rahn), menurut bahasa artinya adalah s\ubu>t wa al-dawa>m (tetap 
dan langgeng), menurut istilah, rahn artinya adalah suatu sistem muamalah di 
mana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan 
barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang 
menerima gadai. Adapun definisi rahn dalam istilah syariat, dijelaskan para 
ulama dengan ungkapan, “menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar 
mampu melunasi utangnya”. Secara tegas gadai (rahn) adalah memberikan suatu 
barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala si 
peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang 
                                                          
2
 Andrian Sutedi, Hukum Gadai Syaria (Bandung, Alvabeta, 2011, hlm. 83-85.  
3
 Ruhiyatul Janah, “Analisis Model Pembiayaan Dana Haji Dengan Menggunakan Produk 
Arrum Haji Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon)”, 





 Pengertian gadai yang terungkap dalam kitab undang-undang hukum 
perdata (BW) Pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang 
atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang 
atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si 
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 
didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya 
untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 
menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.
5
 
Gadai (Ar-Rahn) adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan 
utang, dasar dari  rahn ini terdapat di dalam al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 283, 
yang berbunyi: 
مُتنُك نِإَو ةَضوُبقَّم ن َِٰهرَف اِبتاَك ْاوُدَِتَ َلَو رَفَس ٰىَلَع  ۖ  يِذَّلٱ ِّدَؤ ُيَلف اضَعب مُكُضَعب َنَِمأ نَِإف
 ُهَتَن ََٰمأ َنُِتُؤٱۥ  ُهَّبَر َهَّللٱ ِقَّتَيلَوۗۥ  َةَد َٰهَّشلٱ ْاوُمُتكَت َلََو  ۖ مُتكَي نَمَو ُهَّنَِإف اَه ۥ  ُهُبَلق ِثِاَءۗۥ  َابِ ُهَّللٱَو
  ميِلَع َنوُلَمَعت 
 
Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 
(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
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 Andrian Sutedi, Hukum Gadai, hlm, 83-85.  
5
 Subekti, dkk, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta, PT Pradaya Paramita, 
2004, hlm. 297.  
6
 Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al Qur’an dan Terjemah, 
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Penjelasan dari hadits Nabi,
7
 yang berbunyi: 
 َنْهَّرلا َميِهَار ْبِإ َدْنِع َانْرَكاَذَت َلَاق ، ُشَمْعَلأا اَن َث َّدَح ، ِدِحاَوْلا ُدْبَع اَن َث َّدَح ، ٌد َّدَسُم اَن َث َّدَح 
 ََّنأ ، اَه ْ نَع ُهَّللا َيِضَر ، َةَشِئاَع ْنَع ، ُدَوْسَلأا اَن َث َّدَح ، ُميِهَار ْبِإ َلاَق َف ِفَلَّسلا فِ َليِبَقْلاَو
 َِّبَّنلا ُهَعْرِد ُهَنَهَرَو َل ٍَ َأ  َِإ اإماَعَ  طَيِدوُه َي ْنِم َِر َت َْ ا ملسو هيلع  علا ىل  
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Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada 
kami „Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A‟masy berkata: 
kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan 
pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telam 
menceritakan kepada kami Al Aswad dari „Aisyah Radiallahu „Anha 
bahwa Nabi SAW pernah membeli makan dari orang Yahudi dengan 
pembayaran tudan sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau 




Menunaikan ibadah haji adalah salah-satu rukun Islam yang terakhir 
setelah syahadat, shalat, puasa dan zakat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah 
hadis: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah, kemudian 
ada seorang yang bertanya: apakah setiap tahun wahai Rasulullah?, Nabi 
Muhammad SAW tidak menjawab sampai ditanya tiga kali, barulah setelah itu 
beliau menjawab: jika aku katakan: Iya, maka niscaya akan diwajibkan setiap 
tahun belum tentu kalian sanggup, maka biarkanlah apa yang sudah aku 
tinggalkan untuk kalian, karena sesungguhnya telah binasa orang-orang yang 
sebelum kalian, akibatnya banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka 
terhadap Nabi mereka, maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, 
                                                          
7
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kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian dan jika aku telah 
melarang kalian akan sesuatu maka tinggalkanlah”(HR. Muslim).  
Berkenaan dengan kewajiban haji, al-Quran Surah al-Baqarah (2) ayat 
196 menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan kesempurnaan dari rukun Islam. 
Sebagian besar dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam, tentunya 
mereka semua berkeinginan untuk melakukan ibadah haji agar dapat 
menyempurnakan rukun Islam. Akan tetapi, mengingat jumlah kuota yang 
terbatas setiap tahunnya untuk negara Indonesia, dan juga untuk membantu 
masyarakat untuk lebih cepat mendapatkan porsi haji, Pegadaian Syariah 
menawarkan produk gadai emas untuk pembiayaan haji (Arrum Haji) untuk 
membantu masyarakat dalam hal menutupi kekurangan dana untuk memperoleh 
kursi/seat haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). 
Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), Calon Jamaah Haji (CJH) 
harus menyediakan uang atau modal sebesar Rp25.000.000 untuk bisa 
mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji, tetapi tidak banyak masyarakat 
dari kalangan menengah ke bawah (calon jamaah haji) yang dapat membayar. 
Banyak masyarakat terkendala dana yang belum terkumpul dalam waktu singkat, 
oleh sebab itulah lembaga keuangan non bank diberi kesempatan untuk 
pengurusan dana haji. Hal inilah yang membuat Pegadaian Syariah menawarkan 
produk pembiayaan Arrum Haji untuk membantu masyarakat yang masih 
6 
 




Arrum Haji pada Pegadaian Syariah menggunakan sistem Gadai Emas untuk  
mendapatkan nomor porsi haji. Produk ini pertama kali dikeluarkan pada bulan 
April 2016, di mana produk ini menjadikan solusi yang tepat dalam rangka 
membantu umat muslim untuk mewujudkan terlaksananya rukun Islam yang ke 
lima. Gadai emas di Pegadaian Syariah untuk bisa mendapatkan porsi haji 
dengan jaminan emas seberat 15 gram atau setara dengan sejumlah uang Rp. 
7.000.000; dan uang yang dipinjamkan kepada nasabah diberikan sebesar Rp. 
25.000.000; sesuai dengan biaya pendaftaran porsi haji yang ditetapkan oleh 
Kementerian RI. Namun pada tahun 2019 ini terjadi penurunan kadar emas yang 
dijaminkan, yaitu dari 15 gram emas menjadi 3.5 gram emas atau setara dengan  
Rp. 1.900.000,-, dan yang dipinjamkan dari Pegadaian Syariah masih sama 
sebesar Rp.25.000.000,-,. Tujuan penurunan kadar emas ini untuk lebih 
membantu masyarakat menjadi nasabah atau membantu masyarakat untuk 
mewujudkan impiannya beribadah ke tanah suci.
11
 
Produk gadai emas syariah, berpayung di bawah fatwa DSN, NO: 
26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas. Dalam fatwa tersebut dinyatakan: 
Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhu>n) ditanggung oleh penggadai 
(ra>hin). Ongkos sebagaimana dimaksud ayat sebelumnya, besarnya didasarkan 
pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.  Sedangkan dasar hukum yang 
                                                          
10Ikhwan Saputra, “Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah 
Cabang Banda Aceh”, Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniri, 2018). 
11
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7 
 
digunakan pada produk Arrum Haji yaitu pembiayaan disertai rahn, yang tertera 
pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang 
pembiayaan yang disertai al-rahn (al Tamwil al Mausuq bi al-Rahn). Selain 
adanya akad qard{{, pada gadai emas juga terdapat akad rahn, di mana nasabah 
berhak memberikan jaminan kepada Pegadaian Syariah sebagai harta yang 
dititipkan untuk melakukan pembiayaan pendaftaran haji. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, di Pegadaian 
Syariah Cabang Purwokerto, jumlah nasabah sampai tahun 2019 untuk pengguna 
produk Arrum haji sudah mencapai 749 nasabah, untuk akad yang digunakan di 
Pegadaian Syariah hanya menggunakan satu akad yaitu akad rahn. Biaya 
pertama yang harus dikeluarkan oleh calon jamaah haji meliputi, biaya 
administrasi sebesar Rp 270.000,-, untuk pembukaan rekening di bank syariah 
sebesar Rp 500.000,-. Dan biaya kafalah yang dibebankan kepada nasabah,  
Pembiayaan Arrum Haji ini bisa diangsur minimal satu tahun dengan biaya 
angsuran sebesar Rp 2.336.200,-/bulan dan maksimal lima tahun dengan biaya 
angsuran sebesar Rp 669.500,-/bulan. Dilihat dari jumlah angsuran yang tercatat 
jika diakumulasikan maka melebihi dari jumlah pembiayaan Rp 25.000.000,-, 
setelah nasabah melengkapi persyaratan, baik persyaratan administrasi ataupun 
persyaratan berkas yang meliputi, fotocopy KTP, KK, serta SA BPIH (Simpanan 
Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji), calon nasabah langsung diarahkan ke 
Kemenag untuk mendaftar haji, dan secara otomatis ketika sudah selesai 
diproses semua, pembiayaan haji sebesar Rp 25.000.000,- langsung masuk ke 
nomor rekening calon jamaah haji tersebut. Bukan hanya emas yang disimpan di 
8 
 
Pegadaian Syariah, namun dokumen persyaratan haji juga disimpan di Pegadaian 
Syariah, jadi pembiayaan sebesar Rp 25.000.000,- bukan hanya untuk jaminan 
emas, melainkan untuk jaminan dokumen persyaratan juga, ketika calon Jamah 
haji sudah melunasi pembiayaan sesuai jangka waktu yang disepakati, maka 
emas dan dokumen persyarata haji ini dikembalikan kepada calon jamaah haji.
12
 
 Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengambil tema 
Gadai Emas untuk pembiayaan haji di Pegadaian Syariah khususnya Pegadaian 
Syariah Cabang Purwokerto, maka penulis menulis skripsi dengan judul, 
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Emas untuk Pembiayaan Haji (Studi 
Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap gadai emas untuk 
pembiayaan haji di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?.  
 
C. Tujuan Penelitian  
Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap gadai 
emas untuk pembiayaan haji di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atau 
pengetahuan tentang akad gadai emas untuk pembiayaan haji yang dilakukan 
di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto ditinjau dari hukum Islam. Serta 
bagaimana hukum Islam memandang gadai emas untuk pembiayaan haji. 
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2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta 
menambah khazanah pengetahuan, sehingga masyarakat diharapkan mampu 
memahami akad yang diterapakan di dalam Pegadaian Syariah. 
 
E. Kajian Pustaka 
Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan serangkaian 
kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang mendukung dan berhubungan 
dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan produk arrum haji di 
pegadaian syariah. 
Adapun dari penulis-penulis yang sudah ada adalah Skripsi berjudul 
Analisis Pembiayaan Pada Produk Ar-Rum Haji  Di Pegadaian Syariah Kantor 
Cabang Banda Aceh, Universitas Islam Negeri  Ar-Raniry Banda Aceh, (2018),  
karya M Ikhwan Saputra dalam karyanya membahas analisis pembiayaan atau 
segala transaksi yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
13
 
Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut terletak pada sama-sama 
mnganalisis di Pegadaian Syariah, namun perbedaannya adalah skripsi tersebut 
membahas analisis pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Banda 
Aceh, sedangkan skripsi penulis menitikberatkan pada bagaimana pandangan 
hukum Islam terhadap gadai emas untuk pembiayaan haji dan bagaimana akad 
yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto. 
Dalam proposal skripsi Analisis Model Pembiayaan Dana Haji Dengan 
Menggunakan Produk Arrum Haji Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Di 
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Pegadaian Syariah Cabang Cirebon), IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2018), 
karya Ruhiyatul Janah
14
, persamaan terletak pada objek yang diteliti, 
perbedaannya terletak pada cara menganalisis lokasi dan pandangan hukumnya, 
proposal skripsi yang sudah ada menganalisis hanya dengan metode kualitatif 
dan dilihat dari perspektif syariah berupa Al-Qur‟an, Hadits, fatwa MUI, 
keterangan dari para ahli syariah, dan lain sebagainya yang bisa memperkuat 
jalannya suatu produk. Sedangkan skripsi penulis mengunakan prspektif 
bedaarkan Fatwa DSN-MUI. 
Dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Metode 
Penerapan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Marhun (Studi Kasus 
Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto), IAIN Purwokerto (2019), karya Sofa 
Maulidia, dalam karyanya membahas tentang bagaimana metode penerapan biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan barang (Marhu>n) di Pegadaian Syariah Cabang 
Purwokerto.
15
 Persamaan terletak pada tempat yang sama diteliti yaitu Pegadaian 
Syariah Cabang Purwokerto, namun perbedaannya terletak pada objek yang 
diteliti, skripsi terdahulu meneliti objek berupa metode penerapan biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan marhu>n skripsi penulis meneliti salah satu 
prodak yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto yaitu mengenai gadai 
emas untuk pembiayaan haji. 
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Dalam Skripsi yang berjudul Manajemen Pembiayaan Dana Talangan 
Haji Pada Bank Muamalah Kantor Cabang Pembantu Gombong Kebumen, IAIN 
Purwokerto (2013), karya Bambang Irawan, dalam karyanya membahas 
manajemen pembiayaan dana talangan haji untuk membantu nasabah dan akad 
yang digunakan dalam pembiayaan tersebut, penelitian bertempat di Bank 
Muamalah Kantor Cabang Pembantu Gombong Kebumen.
16
 Perbedaanya 
terletak pada tempat yang diteliti, skripsi tersebut bertempat di Bank Muamalah, 
sednagkan skripsi penulis bertempat di Pegadaian Syariah. Persamaanya yaitu 
pembiayaan untuk dana talangan haji. 
Dalam Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap 
Pelaksanaan Fatwa DSN Nomoe:26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas 
(Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang), IAIN Walisongo 
Semarang, (2010) karya Minikmatin Lutfiyah, dalam karyanya membahas gadai 
emas dalam produk pembiayaan di Bank Syari‟ah Mandiri Cabang Karangayu 
Semarang kaitannya dengan fatwa DSN Nomor 26/DSN-MU/IIII/2002 tentang 
rahn emas.
17
 Perbedaanya dengan skripsi penulis yaitu, skripsi penulis bertempat 
di Pegadaian Syariah dan yang dianalisis gadai emas untuk pembiayaan haji.  
Dalam jurnal ilmiah yang berjudul Penerapan Prinsip Syariah pada Akad 
Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah, Universitas Islam Bandung (2017) karya 
Maman Surahman dan Panji Adam, dalam karyanya membahas prinisp-prinsip 
syariah diterapkan dalam sistem pegadaian syariah ada 3 (tiga) prinsip, yaitu: 
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prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong (ta’awun) dan prinsip bisnis (tij>ariah).18 
Persamaannya sama-sama bertempat di Pegadaian Syariah, dan perbedaanya 
adalah skripsi penulis membahas akad dan gadai emas untuk pembiayaan haji, 
sedangkan jurnal tersebut hanya membahas prinsip-prinsip Syariah yang di 
terapkan di Pegadaian Syariah. 
Secara keseluruhan penyusun menitikberatkan pada bagaimana Hukum 
Islam memandang gadai emas untuk pembiayaan haji serta bagaimana akad yang 
dijalankan di Pegadaian Syariah Purwokerto. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima Bab, hal ini untuk memudahkan 
pembaca, sehingga mendapat gambara yang jelas serta mempermudah dalam 
pembahasan. Sistematika pembahasan sebagai berikut: 
Bab I berisi Pendahuluan yang mengemukakan Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan 
Sistematika Pembahasan. 
Bab II merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep umum 
mengenai Rahn dalam Syari‟ah Islam, yang meliputi Pegadaian Syariah, 
Pembiayaan, Ar-Rahn, Landasan Gadai Emas, Dana Talangan Haji. 
Bab III berisi tentang Metodologi Penelitian yang meliputi, Jenis 
Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian,Subjek dan Objek Penelitian, Sumber 
Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data. 
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Bab IV membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap gadai emas di 
Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto yang meliputi: Gambaran Umum 
Perusahaan, Aplikasi Gadai Emas Untuk Pembiayaan Haji (Arrum Haji) Di 
Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto, Analisis Kesesuaian Akad Arrum Haji 
Pada Pegadaian Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI, serta Analisis Hukum Islam 
terhadap Gadai Emas untuk Pembiayaan Haji. 
Bab V merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-Saran yang 












A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan bahwa : 
Produk Arrum Haji adalah sebuah produk pembiayaan yang diberikan oleh 
Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto untuk membantu nasabah yang ingin 
melakukan ibadah haji tetapi terkendala dengan biaya. Oleh karena itu pegadaian 
syariah akan membantu nasabah dengan syarat nasabah tersebut harus 
menggadaikan emas yang bernilai Rp1.900.000. kemudian pihak pegadaian akan 
memberikan uang sejumlah Rp25.000.000 agar nasabah dapat mendaftar haji. 
Setelah pendaftaran haji, nasabah harus menyerahkan SABPIH, dan buku 
tabungan kepada pihak Pegadaian Syariah, kemudian nasabah akan membayar 
atau mengembalikan uang tersebut dengan cara diangsur dan juga ditambah 
dengan mu’nah setiap bulan kepada Pegadaian Syariah sesuai dengan jangka 
waktu yang telah ditetapkan pada saat akad. Pengaplikasian Produk Pembiayaan 
Arrum Haji, Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto telah mengikuti aturan-
aturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI. 
Gadai emas untuk pembiayaan haji tetap diperbolahkan karena tidak 
termasuk ke dalam syarat syah haji. Pembiayaan pengurusan haji lembaga 
keuangan Syariah, yang berkaitan dengan istit{a’ah adalah bahwa penerima 
pembiayaan pengurusan haji dari LKS bukan orang yang tidak mampu, 
melainkan orang tersebut memiliki asset yang tidak liquid dan tidak mau menjual 
76 
 
asetnya sebenarnya yang bersangkutan bisa berangkat berhaji tanpa pembiayaan 
dari LKS apabila bersangkutan menjual asetnya terlebih dahulu. Maka haji 
dengan cara gadai emas tetap diperbolehkan. 
 
B. Saran 
Apa yang dituliskan peneliti setelah melakukan penelitian, Pegadaian 
Syariah Cabang Purwokerto hendaknya dalam menjalankan akad harus benar-
benar di perhatikan, dan dalam memberi penjelasan kepada calon nasabah harus 
sedetail mungkin, supaya calon nasabah benar-benar mengetahui dan paham 
mengenai produk Arrum haji dan akad yang dijalankan. 
Dewan syariah Nasional dan Jasa Otoritas Keuangan sebagai badan 
pengawas pelaksanaan produk lembaga keuangan syariah juga harus lebih 
meningkatkan pengawasannya sehingga tidak terjadi penyimpangan di lembaga 
keuangan syariah.  
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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS UNTUK
PEMBIAYAAN HAJI
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)
Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber data
dalam proses penyusunan skripsi penulis (Rosiana Safitri/ Mahasiswa IAIN
Purwokerto/ Prodi HES)
Pedoman wawancara dengan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang
Purwokerto
1. Sejak kapan berdirinya pegadaian syariah, apa visi dan misi pegadaian syariah
dan bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?
2. Berapa orang jumlah karyawan yang bertugas di Pegadaian Syariah Purwokerto ?
3. Apakah di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto ada dewan pengawan syariah?
4. Bagaimana hubungan antara pegadaian syariah dengan kementrian agama?
5. Fatwa manakah yang digunakan sebagai landasan syariah dalam produk
pembiayaan arrum haji?
6. Apakah fatwa yang digunakan sudah di praktikan di Pegadaian Syariah cabang
Purwokerto?
7. Akad apa yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam
produk pembiayaan Arrum Haji?
8. Berapa jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Arrum Haji pada
Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?
9. Berdaasarkan pengawasan yang telah dilakukan, apakan pembiayaan dana
talangan haji yang diberikan oleh pegadain syariah telah membantu masyarakat
yang ingin menunaikan ibadah haji.?
10. Apa saja resiko yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam
pemberian produk pembiayaan Arrum Haji, dan resiko apa yang sangat sering
terjadi?
11. Langkah apa yang diambil oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto untuk
meminimalisir atau menghindari resiko tersebut?
12. Adakah ada denda bagi nasabah yang terlambat membayar angusrannya? Jika ada
bagaimana perhitungannya?
13. Bagaimana proses pengembalian dana pinjaman kepada pegadaian syariah cabang
Purwokerto?
14. Bagaimana jika nasabah meninggal dunia atau tidak mampu lagi membayar
utangnya?
Purwokerto,  September 2019
Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto
(……………………………..)
HASIL WAWANCARA OBSERVASI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG
PURWOKERTO
Narasumber : Rahmad Hadi Gunawan, S.E.M.M
Jabatan : Pimpinan Cabang
Alamat : Griya Kencana Indah block A Pwt Selatan
Tanggal : 9 September 2019
Waktu : 09.00 WIB
Tempat :Pegadaian Syariah
Hasil wawancara :
1. Sejak kapan berdirinya pegadaian syariah, apa visi dan misi pegadaian syariah
dan bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?
Secara umum sejarah Pegadaian sama, visinya yaitu Sebagai solusi bisnis terpadu
berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia
selalu menjadi terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.
Misinya: Membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya
golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik
melalui penyaluran pinjaman kepada suaha mikro, Memberi manfaat kepada
pemangku kepentingan dan melakukan tata kelola perusahaan yang baik secara
konsisten, dan Melakukan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.
Struktur Organisasi ada Pimpinan Cabang, Penaksir, Kasir, dan
Penyimpanan/Gudang.
2. Berapa orang jumlah karyawan yang bertugas di Pegadaian Syariah Purwokerto ?
Secara Keseluruhan ada 10 karyawan, yang terdiri dari 1 pimpinan cabang, 1
penaksir, 1 Kasir, 1 Penyimpanan, 2 Risepsonis, 2 Penjualan, dan 2 Satpam,
3. Apakah di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto ada dewan pengawan syariah?
Iya ada. OJK dan DPS juga mengawasi
4. Bagaimana hubungan antara pegadaian syariah dengan kementrian agama?
Selama ini hubungan pegadaian syariah dengan kemenag baik, dan dari pihak
kemenag tidak mempermasalahkan adanya calon jamaah haji yang mendaftar haji
uangnya dari Pegadaian, karena dari pihak kemenag langsung berhubungan
dengan Bank mitra Pegadaian Syariah
5. Fatwa manakah yang digunakan sebagai landasan syariah dalam produk
pembiayaan arrum haji?
Fatwa DSN MUI No 92/DSN-MUI/IV/2014
6. Apakah fatwa yang digunakan sudah di praktikan di Pegadaian Syariah cabang
Purwokerto?
Sudah, untuk akad yang dijalankan yaitu akad Rahn, dan margin yang di dapat
dari Pegadaian Syariah yaitu dari biaya Mu’nah yang di bebankan kepada nasabah
setiap bulannya, dan nasabah mengetahuinya dan secara sadar menandatangani
surat perjanjian akad
7. Akad apa yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam
produk pembiayaan Arrum Haji?
Karena ini gadai emas jadi akah yang digunakan yaitu akad rahn
8. Berapa jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Arrum Haji pada
Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?
Untuk nasabah sendiri berjumlah kurang lebih 747 nasabah, namun itu mencakup
satu area dan untu purwokerto mencakup daerah Purwokerto, Brebes, Tegal,
Purbalingga, Cilacap, Wonosobo, Temanggung
9. Berdaasarkan pengawasan yang telah dilakukan, apakan pembiayaan dana
talangan haji yang diberikan oleh pegadain syariah telah membantu masyarakat
yang ingin menunaikan ibadah haji.?
Iya sangat membantu masyarakat, karena karena dengan pembiayaan ini
masyarakat bisa mempunyai kesempatan mendaftar haji di usia yang masih muda.
10. Apa saja resiko yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam
pemberian produk pembiayaan Arrum Haji, dan resiko apa yang sangat sering
terjadi?
Kalau resiko yang sering dihadapi yaitu nasabah yang telat mengangsur, da nada
juga nasabah yang tidak mengangsur
11. Langkah apa yang diambil oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto untuk
meminimalisir atau menghindari resiko tersebut?
Untuk ketelatan nasabah yang mengangsur kami peringatkan kepada nasabah untu
segera mengangsur, dan jika masih tidak mengangsur maka kami kenai denda,
dan denda ini nantinya masuk ke Dana Kebajikan Umat.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS UNTUK
PEMBIAYAAN HAJI
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)
Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber data
dalam proses penyusunan skripsi penulis (Rosiana Safitri/ Mahasiswa IAIN
Purwokerto/ Prodi HES)
Pedoman wawancara dengan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang
Purwokerto
1. Berapa biaya untuk mendapat nomor porsi haji untuk tahun ini?
2. Dengan setoran awal tersebut, daftar tunggu berapa tahun?, dan untuk tahun 2019
sudah sampai tahun berapa?
3. Apakah kemenag mengetahu pegadaian syariah mengeluarkan produk arrum haji?
4. Bagaimana kemenag menanggapi pegadaian syariah yang mengeluarkan produk
Arrum haji?
5. Bagaimana prosedur calon jamaah haji untuk mendaftar dengan pembiayaan dari
pegadaian apakah sama atau ada pembedanya?
6. Siapakah yang mendaftar? Calon jamaah haji atau dari pegadaian?
7. Apakan dengan dikeluarkannya produk ini jumlah calon jamaah haji meningkat?
Purwokerto, 2019
(……………………………)









1. Berapa biaya untuk mendapat nomor porsi haji untuk tahun ini?
Rp. 25.000.000,00
2. Dengan setoran awal tersebut, daftar tunggu berapa tahun?, dan untuk tahun 2019
sudah sampai tahun berapa?
Daftar tunggu haji 25 tahun dan untuk tahun 2019 sudah sampai tahun 2044
3. Apakah kemenag mengetahu pegadaian syariah mengeluarkan produk arrum haji?
Karena pegadaian bukan lembaga keuangan bank maka kami tidak mengetahu
dari mana calon nasabah mendapat uang dari pegadaian atau uang sendiri, kami
hanya bekerja sama dengan Lembaga keuangan Bank Syariah,
4. Bagaimana prosedur calon jamaah haji untuk mendaftar dengan pembiayaan dari
pegadaian apakah sama atau ada pembedanya?
Untu prosedur semua sama, tidak di beda-bedakan, dan persyaratannya juga sama.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS UNTUK
PEMBIAYAAN HAJI
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)
Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber
data dalam proses penyusunan skripsi penulis (Rosiana Safitri/ Mahasiswa IAIN
Purwokerto/ Prodi HES)
Pedoman wawancara dengan Marketing Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto
1. Apa saja produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dan apa
kegunaannya?
2. Sejak kapan produk pembiayaan Arrum Haji diperkenalkan kepada
masyarakat?
3. Bagaimana cara pegadaian syariah memperkenalkan produk pembiyaan
Arrum Haji kepada masyarakat, apakah dengan menggunakan promosi ke
daerah-daerah atau melalui media-media lainnya?
4. Bagaimana prosedur dalam memperoleh produk pembiayaan Arrum Haji pada
Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?
5. Fatwa manakah yang digunakan sebagai landasan syariah dalam produk
pembiayaan arrum haji?
6. Apakah fatwa yang digunakan sudah di praktikan di Pegadaian Syariah
cabang Purwokerto?
7. Akad apa yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam
produk pembiayaan Arrum Haji?
8. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah agar memperoleh
produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?
9. Dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat, apakah ada dilakukan
survey (pengawasan) kepada calon nasabah?
10. Apa kendala yang sering dihadapi?
11. Apakah ada ujrah atau biaya administrasi yang dibebankan oleh pegadaian
kepada nasabah?
12. Bagaimana perhitungan pembayaran ujrah yang di terapakan di Pegadaian
Syariah Cabang Purwokerto?
Purwokerto,  September 2019
Marketing
(……………………………)
HASIL WAWANCARA OBSERVASI DI PEGADAIAN SYARIAH
CABANG PURWOKERTO
Narasumber : Tri Okta Stya Budi
Jabatan : Bagian Penjualan/Marketing
Alamat : Purwokerto
Tanggal : 23 September 2019
Waktu : 17.00 WIB
Tempat : Pegadaian Syariah
Hasil wawancara :
1. Apa saja produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dan apa
kegunaannya?
Semua prodak di tawarkan, ada 29 prodak dalam pegadaian syariah, terbagi
dari prodak pembiayaan dan prodak non pembiayaan
2. Sejak kapan produk pembiayaan Arrum Haji diperkenalkan kepada
masyarakat?
Sejak tahun 2016
3. Bagaimana cara pegadaian syariah memperkenalkan produk pembiyaan
Arrum Haji kepada masyarakat, apakah dengan menggunakan promosi ke
daerah-daerah atau melalui media-media lainnya?
Brending (sepanduk, video, social media, brosur dan lain sebagainya)
Literasi, (sosialisasi ke masyarakat, dari tngkat RT, RW, Kelurahan,
sosialisasi ke instansi, BUMN swasta)
Seminar yang diagendakan 1 bulan sekali
4. Bagaimana prosedur dalam memperoleh produk pembiayaan Arrum Haji pada
Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?
Nasabah melakukan akad arrum haji di Pegadaian Syariah, setelah itu nasabah
datang ke Bank untuk membuka tabungan haji, setelah itu nasabah datang ke
kemenag untuk mendaftar haji dengan membawa buku tabungan dan
memperoleh nomor porsi haji, setelah selesai dan nasabah sudah mendapat
nomor porsi haji dari kemenag selanjutnya nasabah kembali ke pegadaian
untuk menyerahkan SABPIH dan buku tabungan untuk di simpan di
Pegadaian.
5. Fatwa manakah yang digunakan sebagai landasan syariah dalam produk
pembiayaan arrum haji?
Fatwa DSN MUI No 92/DSN-MUI/IV/2014
6. Apakah fatwa yang digunakan sudah di praktikan di Pegadaian Syariah
cabang Purwokerto?
Saya piker Sudah, nasabah dengan sadar dan suka rela ketika menandatangani
surat perjanjian akad yang ajukan oleh Pegadaian Syariah
7. Akad apa yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam
produk pembiayaan Arrum Haji?
Karena ini gadai emas jadi akad yang di gunakan adalah Rahn
8. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah agar memperoleh
produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?
Emas 3.5 gram, fotocopy KTP, fotocopy KK, serta SA BPIH
9. Dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat, apakah ada dilakukan
survey (pengawasan) kepada calon nasabah?
tidak dilakukan survey kepada Nasabah, pegadaian hanya menerapkan
kepercayaan ke nasabah bahwa nasabah mampu mengangsur pembiayaan.
FOTO DOKUMENTASI
Wawancara dengan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Purwokero di Ruang
tamu Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto pada hari senin, 9 September
2019 pukul 09.00 WIB.
Nasabah sedang mengangsur prodak arrum haji kepada kasir.
Wawancaradengan nasabah yang sekaligus sebagai pimpinan cabang
Pegadaian Syariah di ruang tamu Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto
pada hari senin 9 September 2019




1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi nasabah di pegadaian syariah?
Jawab:………………………………………………………………………
2. Harta yang digadaikan berupa?
Jawab :……………………………………………………………………..
3. Berapa lama angsuran yang diambil bapak/ibu?
Jawab :……………………………………………………………………..
4. Berapa angsuran bapak/ibu per bulan?
Jawab………………………………………………………………………
5. Apakan bapak/ibu mengetahui biaya pemeliharaan barang (mu’nah) dibebankan
kepada nasabah setiap bulannya?
Jawab :………………………………………………………………………
6. Darimana bapak/ibu mengetahui adanya produk arrum hajji ini?
Jawab :………………………………………………………………………
7. Apakah anda mengetahui persis akad yang digunakan dalam produk arrum haji?
Jawab: ………………………………………………………………………
8. Apakah marketing memberi penjelasan tentang prodak arrum haji dengan jelas?
Jawab:………………………………………………………………………
9. Apakah dengan adanya produk arrum haji, bapak/ibu merasa terbantu?
Jawab :………………………………………………………………………
10. Apakah bapak/ibu mengetahui resiko yang akan terjadi?
Jawab :………………………………………………………………………
11. Apa alasan bapak/ibu memilih prodak arrun haji?
Jawab:……………………………………………………………………….
Purwokerto, 2019
Nasabah
(…………………………..)

